
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 72 TAHUN 2018 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 19 

TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan disiplin dan keseragaman

serta ketertiban penggunaan pakaian dinas harian 

dalam membangun identitas pegawai di lingkungan 

Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 

Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

b. bahwa untuk penataan kembali penggunaan pakaian

dinas harian di lingkungan Kementerian

Perhubungan, perlu menyempurnakan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 

tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang
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Mengingat

Menetapkan

Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Kementerian Perhubungan;

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun

2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 188);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1891);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

PERHUBUNGAN NOMOR PM 19 TAHUN 2015 TENTANG 

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.



-  3 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 188) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 3

(1) Atribut terdiri atas:

a. tanda unit organisasi pusat Kementerian 

Perhubungan;

b. badge logo Perhubungan;

c. tanda unit kerja ditulis lengkap tidak 

disingkat, dan dapat dilengkapi dengan 

badge unit kerja;

d. nama pegawai dibordir di baju atau rompi;

e. lencana lambang Kementerian

Perhubungan;

f. ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang 

(gesper) kuning bergambar lambang 

Kementerian Perhubungan;

g. tanda jabatan;

h. tanda pengenal pegawai (ID Card) ;

i. tanda kehormatan;

j. lencana keahlian dan/atau lencana 

kecakapan;

k. tanda pangkat dan pembeda golongan 

untuk kegiatan harian, lapangan, dan 

upacara; dan

l. topi mud.

(2) Lencana lambang Kementerian Perhubungan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e,

sebagai lambang Tanda Jabatan Struktural bagi

Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama,
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Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

(3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf g, digunakan oleh Menteri 

Perhubungan, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat 

Tinggi Pratama dan Kepala Kantor di lingkungan 

Kementerian Perhubungan.

(4) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf i, digunakan oleh pegawai 

negeri sipil yang mendapatkan tanda 

kehormatan atas jasa, pengabdian, peran serta 

dan partisipasinya untuk mendorong terciptanya 

keamanan dan keselamatan transportasi.

(5) Lencana Keahlian dan/atau lencana kecakapan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, 

digunakan oleh pegawai negeri sipil yang 

memiliki keahlian dan / atau kecakapan di bidang 

tertentu, sebagaimana telah ditetapkan oleh 

masing-masing unit kerja/organisasi.

(6) Topi Mud untuk kegiatan harian sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, digunakan oleh 

pegawai negeri sipil saat melakukan kegiatan 

rutin seperti apel pagi, upacara tertentu, 

pelantikan, serah terima jabatan, pengukuhan, 

pengambilan sumpah pegawai negeri sipil, atau 

kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

(7) Bentuk, ukuran, dan warna kelengkapan PDH 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai 

dengan contoh 1 tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:



-  5 -

Pasal 4

(1) Kelengkapan lain dari PDH yang digunakan oleh 

pegawai, sebagai berikut:

a. topi pet digunakan pada kegiatan dan 

upacara yang dilaksanakan di luar ruangan 

(lapangan);

b. bagi wanita yang menggunakan kerudung 

harus berwarna biru tua/ dark blue polos 

dan segala atribut tetap digunakan; atau

c. sepatu warna hitam polos (tidak termasuk 

sepatu olahraga).

(2) Bentuk, model dan warna jenis kelengkapan lain 

dari PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf a, sesuai dengan contoh 2 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, 

yakni Pasal 8A dan Pasal 8B, sehingga berbunyi 

sebagai berikut:

Pasal 8A

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas Lapangan, 

Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Khusus 

diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 8B

(1) Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini berlaku 

secara mutatis mutandis bagi Aparatur Sipil 

Negara Non Pegawai Negara Negeri Sipil, tanpa 

penggunaan atribut.

(2) Menteri selaku pembina Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Kementerian Perhubungan dapat 

menggunakan seragam dengan ketentuan yang 

ada dalam Peraturan Menteri ini dan/atau bentuk 

seragam lain.
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Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 26 Juli 2018

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1001

Salinan sesuai dengan aslinya 

JIRO HUKUM,

Muda (IV/c) 
»1023 199203 1 003


